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KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 025/HK.01.01/K.SU-20/X11/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KETUA BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan
pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan
peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah pada Pemilhan Umum Tahun 2024 diperlukan
kegiatan pangawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat Pleno Ketua dan
Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada
tanggal 23 Desember Tahun 2022 yang memutuskan
bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan
pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum
anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum
tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Serdang
Bedagai sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Huruf a, dan huruf b
dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu
Kabupaten Serdang Bedagai tentang tim Fasilitasi
Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada
pemilihan umum tahun 2024 bawaslu kabupaten Serdang

Bedagai. .

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2017 nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6109) sebagaimana diubah dalam
Peraturan Pemeritah pengganti Undang-Undang nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7
Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 666);













